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ABSTRAK 
 

Jepri Muda Hasibuan (2023) : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon 

Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih 

Siayasah 

 

Penelitian dilatarbelakangi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

pasal 1 angka 4 yaitu Undang-Undang tentang Desa. Di dalam undang-undang 

tersebut disebutkan bahwa BPD atau yang disebut dengan Badan 

Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. Secara garis besar tugas dari BPD adalah 

melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan Desa.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana pelaksanaan fungsi yang dilakukan BPD di Desa Gunung Manaon 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana 

perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gunung 

Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam 
penelitian ini berjumlah tujuh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di 
pertanggung jawabkan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis 
lakukan adalah dengan cara deduktif. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi BPD Gunung 

Manaon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu menggali aspirasi masyarakat desa Gunung 

Manaon, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, 

menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, 

penyelenggaraan musyawarah desa, membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan kinerja Kepala 

Desa. Akan tetapi, sesuai penelitian yang dilakukan pengawasan terhadap kinerja 

Kepala Desa masih belum maksimal seperti pengaspalan jalan yang belum 

terlaksana, dan perbaikan masjid. Beberapa faktor yang menpengaruhi 

pelaksanaan fungi BPD di Gunung Manaon diantaranya faktor sumber daya 

manusia, masyarakat, dan dana/intensif. Pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah, dapat 

diqiyaskan dengan Lembaga Ahl al-Hall Wa al-`Aqd. Namun pada kenyataannya 

di lapangan setelah peneliti melaksanakan penelitian, peneliti menganalisis bahwa 

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Manaon dalam 

tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah, belum sepenuhnya maksimal seperti yang 

terdapat dalam tugas Ahl al-Hall Wa al-`Aqd yaitu fungsi pengawasan dalam hal 

ini mengawasi kinerja Kepala Desa.   

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada sila ke-4 menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai 

sifat musyawarah, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas 

birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya masyarakat Indonesia harus 

menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan.
1
 

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) adalah pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa 

amanat sebagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung 

dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis 

sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.
2
 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 

Tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

                                                           

 
1
 Romli Elly Nurlia Ombi, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten 

Pandeglang)”, Cosmogov, Volume 3., No.1, 2007, h. 37 

 
2
 Ibid 
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mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional 

yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
3
 

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang 

disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanegaragaman, disesuaikan 

dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) 

partisipasi, bahwa penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa 

harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat dan turut serta 

bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai 

sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa 

dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal 

usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat 

namun harus diselengarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) 

Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan didesa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di 

musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra 

pemerintah desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan 

pembangunan didesa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 

yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

                                                           

 
3
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 

pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
4
 

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan 

sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah 

desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga 

ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan 

Desa atau biasa disingkat BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid 

dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan BPD 

diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan 

masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik, terutama 

dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes). 

Badan permusyawaratan desa dipilih berdasarkan syarat dan 

ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang 

berlaku. Badan permusyawaratan desa terdiri paling sedikit lima orang dan 

paling banyak sembilan orang.
5
 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, BPD 

atau disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

                                                           

 
4
 Sarundajang, Arus Balai Kekuasaan Pusat Ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2002), h. 181. 

 
5
 Abu Samah, Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah, (Pekanbaru: Suskapres, 

2018), h. 67. 
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Berdasarkan pasal 55 ditegaskan bahwa badan permusyawaratan desa 

mempunyai fungsi: 

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

 Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), memiliki kewajiban unuk melakukan kontrol terhadap implementasi 

kebijakan Desa, anggaran dan pendapatan belanja Desa (APBD) serta 

pelaksanaan keputusan Kepala Desa.
6

 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemaslahatan masyarakat. Oleh 

karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat 

signifikan hendaknya dapat memberikan segala kemampuannya untuk 

kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu 

menjalankan tugas yang telah diamanhkan oleh masyaraka serta mampu 

mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat.  

 Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan 

dua macam keputusan.
7

 Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, 

yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, 

                                                           

 
6
 Fitrianingsih Langoy, “Peran Prmusyawaratan Desa Dalam menyalurkan aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan studi di desa: Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten 

Minahasa Selatan”, (Skripsi: FISIP UNSRAT Manado, 2012), h. 6 

 
7
 Kushandjani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal 

(Semarang: Ilmu Pemerintahan, 2008), h.70-71 
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keputusan-keputusan yang di buat oleh lembaga-lembaga formal desa yang di 

bentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan 

pertama, banyak di jumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses 

pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, 

dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pengambilan keputusan diuraikan 

terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki 

kewibawaan tertentu. 

 Di dalam Islam kita juga disuruh bermusyawarah dalam 

memutuskan suatu perkara sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-

Quran surah Asy-Syura ayat: 38 

۟  ٱسْتَجَابوُا وَٱلَّذِينََ مَْلِرَبَِِّ  ۟  وَأقَاَمُوا  نَ هُمَْ شُورَىَٰ وَأمَْرُهُمَْ ٱلصَّلَوٰةََ  هُمَْ وَمَِّا بَ ي ْ  ينُفِقُونََ رَزَقْ نَٰ
Artinya: “Dan bagi orang-orang beriman mematuhi seruan tuhan dan 

melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan 

musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian 

dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.
8
 (Q.S. Asy-Syura 

ayat: 38). 

 Dari firman di atas sudah jelas bagi kita bahwa bermusyawarah 

untuk mendapatkan sebuah keputusan adalah merupakan jalan terbaik demi 

kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama. 

  Di dalam tatanan pemerintahan yang terendah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen/dewan syuranya 

pemerintahan desa. Adapun tugas BPD adalah sebagai pengawas atau hisbah 

                                                           

 
8
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Wakaf, 1971), h. 389. 
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terhadap kinerja pemerintahan Desa. Menurut Imam Al-Mawardi hisbah 

adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan atau 

diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran 

dikerjakan.
9
Dapat disimpulkan hisbah sebagai fungsi kontrol pemerintahan 

terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama 

dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama. 

 Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat oleh lembaga 

pemerintahan harus berlandaskan dengan nilai-nilai keadilan dan 

dilaksanakan dengan penuh amanah. Dalam surat an-Nisa ayat 58, Allah 

SWT menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siayasah yang harus diterapkan 

oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang 

dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau 

kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan 

yang dibuata olehnya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus 

diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan 

orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. 

Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responbility 

(amanah) akan sia-sia dan tidak membawa kemakmuran dan kesuksesan 

sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat.
10

 

 Desa Gunung Manaon adalah salah satu desa di Kecamatan 

Huristak Kabupaten Padang Lawas dan merupakan salah satu desa yang 

                                                           

 
9
 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah, (Jakarta: 

Darul Falah, 2006), h. 398. 

 
10

 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siayasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist” dalam 

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3, No. 1, (2018), h. 22. 
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mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah melakukan 

observasi awal informasi yang diterima oleh peneliti bahwa peran BPD di 

Desa Gunung Manaon kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini penulis 

menemui permasalahan di desa tersebut dari hasil observasi peneliti terhadap 

desa tersebut, dengan itu penulis menemui permasalahan yaitu: 

a. Masih kurangnya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, sebagai contoh BPD dan Kepala Desa 

seharusnya merancang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 

jelas dan transparan. Dari hasil observasi peneliti mendapatkan 

kebanyakan rapat BPD dan Kepala Desa hanya membahas tentang 

kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan di Desa; 

b. Masing kurangnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat Desa, sebagai contoh pembangunan irigasi dan pengaspalan 

jalan Desa yang sampai sekarang masih belum rampung. Dimana 

masyarakat sudah beberapa kali mendatangi kantor BPD terkait hal ini, 

karena setiap curah hujan yang tinggi sering jalan Desa kebanjiran akibat 

irigasi yang kurang memadai; dan 

c. Masih kurangnya dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa 

Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”. 
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B.  Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan 

yang akan di teliti, penulis hanya akan meneliti tentang pelaksanaan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon 

kabupaten Padang Lawas, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap 

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang 

Lawas ”.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten 

Padang Lawas?  

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas? 

3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung 

Manaon kabupaten Padang Lawas. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas? 

c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas?. 

 Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat 

dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum 

ketatanegaraan khususnya tentang BPD. 

b. Manfaat Praktis 

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Syariáh dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang 

melaksankan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan 

berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelanggara 

pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.  

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberikan 

pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan keterwakilan wilayah 

dan yang ditetapkan secara Demokratis. Badan Permusyawatan Desa (BPD) 

itu adalah sebagai berikut: 

a. Badan Pewrmusyawaratan Desa berfungsi Menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

b. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa yang bersangkutan yang 

ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Maksud dari wakil dalam 

desa yang memangku jabatan seperti Rukum Warga, Rukun Tetangga, 

Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat lainya.
11
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 HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 

2005), h. 279. 
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Pemeritahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi 

menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan 

informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul 

dan/atau hak konvensional masyarakat.
12

 

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.26 Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam 

rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan 

Pemerintahan Desa.
13

 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem 

kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala 

Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan 

lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian 

dari pemerintahan Desa.  

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri 

dari:  

a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;  

                                                           
 12

 Achmad Mansyur, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif 

Regulatif dan Aplikatif, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), h.1. 

 13
 Indonesia, Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri 

dari:  

1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang 

diketuai dengan bantuan sekretaris desa;  

2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa 

yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;  

3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah 

kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.
14

  

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen 

kepemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, 

misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, 

dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain 

dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan. Pemerintah desa dibiarkan 

menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan 

dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, 

melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan 

dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.
15

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan 

yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 
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 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 73. 

 15
 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994), h.165. 
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desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan 

peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan 

desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan 

masyarakat Desa, Pemerintahan Desa sebagai Badan kekuasaan rendah, 

selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga 

memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari 

pemerintah diatasnya. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan 

seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa 

guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang 

bersangkutan.
16

 

Dalam menjalankan perannya Kepala Desa perlu bekerja sama 

dengan badan lain yang ada dilingkungannya supaya dalam melaksanakan 
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 Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Balai 

Aksara, 1986), Cet. Ke-5, h. 30-31. 
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roda pemerintahan desa terjadi kesinergisan untuk saling menunjang badan 

tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
17

 

Dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 terdapat Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Legislatif Desa yang 

befungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa besama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta 

melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap penyelenggara 

PERDES, APBD, serta Keputusan Kepala Desa.
18

 

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang terdiri atas 

pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Gunung Manaon yang 

berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa besama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
19

 

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang 

menghianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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 Dedy Supria, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Umum, 2001), h. 35. 
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 Abu Samah, Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah, (Pekanbaru: Suskapres, 

2018), h. 62. 
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 Riwu Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo), h. 120. 
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4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan pertama atau 

berpengetahuan yang sederajat. 

5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun 

pada saat pendaftaran. 

6. Sehat jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

dokter dan tidak terganggu jiwa maupun ingatan. 

7. Berkelakuan baik, jujur dan adil. 

8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. 

9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan tetap. 

10. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta berdomisili di desa 

setempat. 

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan 

oleh panitia pemilih yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintahan 

daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. 

Tata cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dapat dilaksanakan dengan cara langsung dipilih oleh masyarakat atau dipilih 

dalam rapat pemuka masyarakat dengan cara pemilihan langsung, siapa yang 

mendapatkan suara yang terbanyak maka calon Badan Permusyawaratan 

Desa akan diangkat oleh masyarakat sebagai Badan Permusyawaratan Desa. 

Adapun dalam pasal 61 diatur mengenai hak dari Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain adalah: 
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1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

2. Menyatakan pendapat atas penyelengaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa; dan 

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsional 

anggaran pendapatan dan belanja desa.
20

 

 Selanjutnya, dalam pasal 62 diatur anggota BPD berhak: 

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa; 

2. Mengajukan pertanyaan; 

3. Menyiapkan usul dan atau pendapat; 

4. Memilih dan dipilih; 

5. Mendapatkan tunjangan dari anggaran dan belanja desa. 

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung Manaon adalah sebagai berikut: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan negra kesatuan republic 

Indonesia, dan bhineka tunggal ika; 

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa; 
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3. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat desa; 

4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan atau golongan; 

5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat masyarakat desa; dan 

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan desa. 

Adapun larangan-larangan yang wajib ditaati oleh pengurus Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung Manaon antara lain: 

1. Melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, dan melakukaan 

kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, pemerintah, pemerintah 

kabupaten dan masyarakat desa 

2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-

norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta 

melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), misalnya melakukan perbuatan asusila, 

perjudian, mabukmabukan, berbuat tidak jujur dan tidak adil, dan lain-

lain. 

 Badan permusyawaratan desa secara garis besar mempunyai tugas 

dan fungsi sebagai berikut: 
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a. Menggali aspirasi masyarakat; 

b. Menampung aspirasi masyarakat 

c. Mengelola aspirasi masyarakat 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat 

e. Menyelenggarakan musyawarah bpd 

f. Menyelenggarakan musyawarah desa 

g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala 

desa antar waktu 

i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa 

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa 

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

desa 

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonisasi denganpemerintah desa 

dan lembaga desa lainnya dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang- undangan.
21

 

BPD lebih dikenal sebagai pembentuk Peraturan Desa oleh 

masyarakat selain sebagai pengawas Aparat Desa. Peraturan Desa adalah 

peraturan yang dibuat oleh BPD bersama-sama Kepala Desa untuk mengatur 

urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa 
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dimana peraturan desa itu dibuat. Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan 

Peraturan Desa antara lain: 

a. Partisipasi masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui 

kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang 

akan dibuat. 

b. Transparasi artinya proses pembentukan peraturan tidak sembunyi- 

sembunyi akan tetapi harus terbuka. 

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berada di atasnya. 

d. Peraturan Desa harus sisusun oleh pejabat yang berwenang yaitu 

Kepala Desa dengan BPD.
22

 

Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah hukum dan 

teknik baku pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih 

lanjut tentang teknik pemebentukan Peraturan Desa, pedoman 

pembentukannya harus sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur cara dan metode yang 

pasti. 

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
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To A Good Village Governance), (Malang: UB Press, 2011), h. 86. 
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keistimewaan, dan kekhususuan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, akan tetapi Peraturan Desa yang dibuat hendaknya 

mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk 

melaksanakanya. 

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari 

Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan 

Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 

Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapakn 

oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan 

persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Negara yang menganut 

sistem Demokrasidalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.
23

 

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat 

dipertimbangkan menjadi daerah kecil menurut Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar 1945, sedangkan unit Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi 

daerah besar menurut konstitusional. Berdasarkan penjelasan tersebut perlu 

penelitian lebih cermat atas kemapuan kemampuan berotonominya bisa 

terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang, jadi otonominya 
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bukan formalitas akan tetapi dapat menampung perubahan atau pergeseran 

nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut. 

Substansinya desa mempunyai hak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan, 

desentralisasi, dan otonomi, kemudian membuat produk hukum sendiri. 

Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. 

 

B.  Tinjauan Fiqih Siyasah 

1.  Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata  fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh dan yang 

kedua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqh secara bahasa adalah faham, sedangkan 

kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.
24

 

Menurut istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-

hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang 

rinci (tafsili).
25

 Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan 

jalan penalaran dan ijtihad. 

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk masdar 

(asal) dari sasa, yasusu yang artinya “mengatur, mengurus, 
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mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan”.
26

 

Adapun dilihat dari segi terminologinya kata siyasah disini terdapat 

macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara 

lain yaitu: Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti 

mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, 

Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai 

Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Ketiga, Abdurrahman, 

menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga 

pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.
27

 

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah 

dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang 

dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan 

seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat. 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqih siyasah membahas 

tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar 

kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan 
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kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan 

kekuasaan mempertangung jawabkan atas kekuasaannya.
28

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H.A. 

Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, 

yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling 

berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang 

mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.38 Melihat kedua 

unsur tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan 

unsur masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh 

Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di 

nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan 

fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama 

menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti 

yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan. 

Fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:
29

 

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. 

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau 

tasyri‟iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh 

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah 

oleh birokrasi atau eksekutif.
30
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2. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar 

negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 

negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah 

Harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan 

berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan 

senjata. 

3. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. 

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 

dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 

publik, pajak, dan perbankan. 

 Adapun bahasan penelitian ini terfokus pada siyasah dusturiyyah. 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara 

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan 

dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di 
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dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
31

 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Adapun meliputi hal-hal sebagai berikut:
32

  

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan  

2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya  

3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya  

4. Persoalan bai‟at  

5. Persoalan waliyul ahdi  

6. Persoalan perwakilan  

7. Persoalan ahlul halli wal aqdi  

8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.  

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan 

dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an 

maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator 

di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat 
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berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya 

hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.
33

 

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya 

masalah Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun 

urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah 

agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat system ketatanegaraan, 

system ekonomi, system social dan sebagainya. Namun dalam poin ini 

lebih menerangkan tentang pandangan hukum Islam tentang kinerja 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang 

memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan 

kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan 

agama serta berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi 

kelangsungan sejarah umat Islam. 

Dalam ketatanegaraan Islam, dikenal istilah “ahli syura”. Posisinya 

yang sangat penting membuat keberadaannya tidak mungkin dipisahkan 

dengan struktur ketatanegaraan. Karena bagaimanapun bagusnya seorang 

pemimpin, ia tetap tidak akan pernah lepas dari kelemahan, kelalaian, 

atau ketidaktahuan dalam beberapa hal. Sampai Nabi Muhammad SAW 

pun diperintahkan untuk melakukan syura, apalagi selain beliau tentunya. 

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa‟di rahimahullah mengatakan, “Jika 

Allah swt mengatakan kepada Rasul-Nya padahal beliau adalah orang 
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yang paling sempurna akalnya, paling banyak ilmunya, dan paling bagus 

idenya, Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu‟, 

maka bagaimana dengan yang selain beliau?” 

Beberapa ulama telah memberikan defenisi syura yang dikutip dari 

buku Muhammmad Iqbal, yakni seperti Ar-Raghib al Ashfahani yang 

mendefenisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan 

saling merevisi antara peserta syura. Menurut Ibnu Al Arabi al Maliki, 

syura adalah dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu 

permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang 

dimiliki.
34

 

Syura dalam prakatiknya, nabi Muhammad saw sering 

bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai hal. Karena 

itulah, dalam praktik politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi 

prinsip dalam bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga 

periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama, adalah 

periode sirkulasi kekuasaan para Al Khulifa ar-Rusyidin yang teratur, 

sejak khalifah Abu Bakar sampai kepada khalifa Ali Bin Abi Thalib. 

Sirkulasi kekuasaan yang dilakasanakan dengan cara musyawarah, 

meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti yang sekarang kita 

lihat. Periode kedua, perpindahan kekuasaan turun-temurun dalam sistem 

kerajaan Islam, seperti pada masa Bani Abasyah, Bani Umayyah dan 

Bani Utsmaniyah. Periode ketiga yaitu sirkulasi kekuasaan yang terjadi 
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pada saat ini, yang beragam dikarenakan adanya negara yang berbentuk 

kerajaan dan berbentuk republik. Adapun tugas Majelis Syura sebagai 

lembaga tertinggi Negara yaitu mewakili rakyat dalam bermusyawarah 

dengan khalifah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan 

berbagai kepentingan rakyat, membuat undang-undang bersama khalifah 

demi memantapkan pelaksanaan syariat Islam, menetapkan garis-garis 

program Negara yang akan dilaksanakan khalifah, menetapkan anggaran 

belanja negara, merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat 

tercapainya tujuan negara dan menghadiri sidang majelis setiap saat 

persidangan.
35

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat, antar 

lembaga negara harus bermusyawarah dalam menetapkan putusan. 

Terkhusus dalam hal ini pemerintahan desa, BPD dan perangkat desa 

harus saling berkoordinasi satu sama lain sehingga dalam hal 

pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan bersama. 

2. Konsep Fiqh Dusturiyyah 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas 

masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep 

konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya 

Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara 

perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang 
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merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini 

juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan 

timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga 

Negara yang wajib dilindungi.  Legislasi adalah suatu proses 

pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang 

dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang dimaksud adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat.
36

 

Istilah al sulthah al tashri‟iyah digunakan untuk menunjukkan 

salah satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah 

Kenegaraan, disamping kekuasaan tanfidziah atau eksekutif dan 

kekuasaan qada‟iyah atau yudikatif. Berdasarkan konstek ini kekuasaan 

legislatif atau al sultah at tashri‟ iyah yang dijalankan oleh lembaga 

Ahlu hali wal aqdi61berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk 

membentuk hukum yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh 

masyarakat bersadarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT 

dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam 

meliputi: 

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam. 

2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakanya. 

3) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-

nilai dengan syariat Islam. 
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Ahlu ahli wal aqdi ini melakukan tugas dari Siyasah Shariyyah62 

untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam 

Masyarakat Islam demi kemaslahatan Umat Islam, sesuai dengan ajaran 

Islam.
37

 

Tugas dan wewenang dari Ahlu ahli wal aqdi adalah ahlul ikhtiar 

dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka bukan 

hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, 

mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, 

melaksanakan peran pengawasan yang berkaitan dengan kemaslahatan 

dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin 

tertinggi Negara saja, tugas mereka mencakup melaksanakan peran 

pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan 

yang dilalukan dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa 

untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.
38

 

Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam 

permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang 

terdapat pada nash, selain harus merujuk pada nash ijtihad dari anggota 

legislatif harus mengacu pada prinsip Jalb Al mashalih Wa DarAl 

Mafasid atau mengambil maslahat dan menolak kemudharatan. Ijtihad 

merekapun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 

masyarakat agar hasil dari peraturan yang akan diundangkan tersebut 

dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. 
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C. Penelitian Terdahulu 

1. Dian Saputra 11524104031 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU dengan judul: “Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di 

Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD sebagai wadah 

perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa. 

Keberadaan BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan 

kemashalatan masyarakat, yaitu membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala 

desa. Keberadaan BPD diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 

Tentang BPD. Namun kenyataannya dilapangan terutama di Desa 

Simalinyang bahwa kinerja BPD belum berjalan dengan baik. Dari hasil 

penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Simalinyang belum 

menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor-faktor pendukung 

fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati 

kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan 

pemerintahan desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumber daya 

manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, serta 

adanya hubungan kekeluargaan. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah 

syar’iyyah, lembaga ini sesuai dengan ahl al-hall wa al-aqd sebagai 

lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang- 
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undang, pelaksana syura, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang 

dicontohkan Nabi saw. menjunjung tinggi konsep syura, serta sesuai 

dengan konsep kepemimpinan. 

2. Madri 11541104888 Jurusan Pengembangan masyarakat Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU Judul: Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa 

Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini 

dilatar belakangi oleh keberadaan BPD sebagai lembaga legislatif yang 

berada diperdesaan yang mempunyai peran dalam pengawasan dan desa. 

Sebagai lembaga legislatif yang sampai saat ini sanggat besar pengaruhnya 

dalam pendanaan dan kinerja pemerintah desa diharapkan BPD bisa 

menjadi lembaga pengawasan dana desa yang menjalankan perannya 

dengan baik dalam pengawasan dan desa. Rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Peran BPD dalam pengawasan dana desa 

di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragili Hilir. 

Berdasarkan penelusuran data dilapangan dan dilakukan pembahasan 

maka diperoleh kesimpulan bahwa BPD berperan penting dalam 

pegawasan di Desa Batang Tumu hal ini dibuktikan yaitu BPD 

mengayomi masyarakat, melinndungi masyarakat, perpihak kepada 

masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menapung keluhan-

keluhan masyarakat, dan menindaklanjuti dengan cara disampaikan ke 

instansi dan lembaga terkait.  
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3. Chairunnisa 11575205274 Jurusan Administrasi Negara, Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN SUSKA RIAU dengan judul: Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa Di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten 

Indragiri Hilir. BPD di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka 

Kabupaten Indragiri Hilir belum melakasan akan tugasnya secara optimal. 

Karena adanya salah satu tugas BPD yaitu pengawasan pembangunan-

pembangunan di desa yang harusnya anggota BPD turun langsung untuk 

melihat perkembangan pembangunan desa, namun anggota BPD masih 

ada yang belum melaksanakan tugas itu. BPD diharapkan mampu 

memberikan dinamika yang lebih optimal lagi sebagai badan perwakilan 

penduduk desa, agar terciptanya suasana yang lebih demokrastis, otonom, 

independen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan 

hak tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, 

data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan 

pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara 

ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

 

A.  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat lapangan (Field Research) yaitu lokasi yang 

menitik beratkan kepada tugas dan fungsi BPD. Jenis penelitian adalah 

hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan 

untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang 

dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, kajian 

pustaka dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan 

dalam penulisan penelitian ini.
39

 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 
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prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
40

Dalam penelitian kualitatif 

metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan 

dokumentasi.
41

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisai. 
42

 Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu 

nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon 

kabupaten Padang Lawas, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang 

Lawas, serta untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan 
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fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas. 

 

C.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa 

Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas. Selain itu lokasi tersebut sangat 

mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi mengenai permasalahan.  

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua BPD 

Gunung Manaon, dan anggota BPD Gunung Manaon yang berjumlah 7 

orang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang 

Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Menurut Perspektif Fiqih 

Siyasah. 

 

E. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang 

terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi 

secara sinergis. Peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-

orang yang ada pada tempat tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak 

disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian 
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kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
43

 Informan dalam penelitian ini 

adalah ketua BPD Gunung Manaon, dan 4 orang anggota BPD Gunung 

Manaon. Kemudian untuk memperkuat penelitian ini peneliti juga 

mewawancarai kepala desa, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 1 orang 

sebagai data sekunder.  

 

F.  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari 

ketua bpd, dan 4 orang anggota BPD. Serta mengumpulkan informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 

terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian ini. Kemudian wawancara dengan kepala desa gunung 

manaon beserta tokoh masyarakat. 

c. Data tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

 

                                                           
 

43
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), h. 49-

53 
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a. Observasi 

Yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam 

hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan, untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

d. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dengan foto-foto kegiatan selama 

penelitian berlangsung. 

 

H.  Teknik Analisis Data 

 Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang disampaikan informan 

secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada 

dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang 

peneliti lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang 
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kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-

hal yang bersifat khusus.
44

 

 

                                                           

 
44

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesian 

Press, 1986), h.252. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Manaon 

Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Desa yaitu menggali aspirasi masyarakat desa 

Gunung Manaon, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi 

masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan 

musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, penyelenggaraan musyawarah 

desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Akan 

tetapi, sesuai penelitian yang dilakukan pengawasan terhadap kinerja 

Kepala Desa masih belum maksimal seperti pengaspalan jalan yang belum 

terlaksana, dan perbaikan masjid. 

2. Ada beberapa faktor yang menpengaruhi pelaksanaan fungi BPD di 

Gunung Manaon diantaranya faktor sumber daya manusia, masyarakat, 

dan dana/intensif.  

3. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tinjauan 

Fiqih Siyasah Dusturiyyah, dapat diqiyaskan dengan Lembaga Ahl al-Hall 

Wa al-`Aqd. Namun pada kenyataannya di lapangan setelah peneliti 

melaksanakan penelitian, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan fungsi 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Manaon dalam tinjauan 

Fiqih Siyasah Dusturiyyah, belum sepenuhnya maksimal seperti yang 

terdapat dalam tugas Ahl al-Hall Wa al-`Aqd yaitu fungsi pengawasan 

dalam hal ini mengawasi kinerja Kepala Desa.  

 

B. Saran 

1. Untuk Ketua BPD agar lebih mengkoordinasikan para anggotanya untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa khususnya 

Kepala Desa agar program-program desa dapat berjalan dengan baik. 

2. Untuk Aparat Pemerintah Desa khususnya BPD dan Kepala Desa agar 

lebih solid dan transparan agar tugas yang diemban dapat berjalan dengan 

baik. 
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Lampiran 1  

Pedoman Wawancara 

Judul Penelitian: 

“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak Kabupaten 

Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”. 

Pendahuluan: 

1. Memperkenalkan diri. 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara yang disertai dengan 

manfaat penelitian. 

3. Meminta calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi informan. 

4. Melakukan kontrak wawancara, kemudian menawarkan waktu wawancara 

15-20 menit. 

5. Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi informan, kemudian peneliti mewawancarai informan dengan 

merekam isi pembicaraan dengan alat perekam. 

Penutup: 

1. Menyimpulkan hasil dari wawancara. 

2. Menyampaikan ucapan terima kasih. 

3. Mengakhiri wawancara. 
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Lampiran 2  

Daftar Pertanyaan Wawancara 

BPD: 

1. Sejauh ini berapa kali Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat? ada atau tidak? 

2. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola aspirasi 

masyarakat? 

3. Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa? 

4. Apakah selama ini segala bentuk program pembangunan Desa, baik yang 

telah dan sedang direncanakan melibatkan pihak Badan Permusyawaratan 

Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya? 

5. Dalam membahas dan menyapakati rancangan Peraturan Desa, apakah 

Pemerintah Desa dan semua pihak Badan Permusyawaratan Desa aktif 

dalam pembahasan Peraturan Desa? 

6. Berapa kali Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa dalam 

mengadakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa? 

7. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk 

panitia pemilihan Kepala Desa? 

8. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi 

terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa? 

9. Kendala apa yang biasanya dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya? 
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Kepala Desa: 

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keberadaan Badan 

Permusyawaratan Desa? Apakah sangat membantu dalam menjalankan 

roda pemerintahan Desa? 

2. Kendala apa yang biasanya dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya? 

3. Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa? 

4. Apakah selama ini segala bentuk program pembangunan Desa, baik yang 

telah dan sedang direncanakan melibatkan pihak Badan Permusyawaratan 

Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya? 

5. Dalam membahas dan menyapakati rancangan Peraturan Desa, apakah 

Pemerintah Desa dan semua pihak Badan Permusyawaratan Desa aktif 

dalam pembahasan Peraturan Desa? 

Tokoh Masyarakat: 

1. Menurut Bapak/Ibu, Badan Permusyawaratan Desa apakah telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik? 

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

khususnya dalam perencanaan pembangunan di Desa ini? 

3. Apakah aspirasi Bapak/Ibu, telah di tampung dan disalurkan oleh 

Pemerintah Desa atau pihak Badan Permusyawaratan Desa? 
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Lampiran 4 

Dokumentasi 

 
Wawancara dengan Jamaluddin Hasibuan selaku Ketua BPD Gunung Manaon, 23 

Desember 2023. 

 

 
Wawancara dengan Ibu Fitriana Hasibuan selaku Wakil Ketua BPD Gunung 

Manaon, 23 Maret 2024 
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Wawancara dengan Bapak Rahalim Harahap selaku Sekretaris BPD Gunung 

Manaon, 23 Desember 2023. 

 

 

 
Wawancara dengan Bapak Mukti Harahap selaku Anggota BPD Gunung Manaon, 

24 Maret 2024. 
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Wawancara dengan Bapak Marah Ganti Siregar selaku Anggota BPD Gunung 

Manaon, 25 Maret 2023. 

 

 

 
Wawancara dengan Bapak Nur Ali Hasibuan selaku Tokoh Masyarakat Desa 

Gunung Manaon, 23 Desember 2023. 
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Wawancara dengan Bapak Ali Sahbana Hasibuan selaku Kepala Desa Gunung 

Manaon, 23 Desember 2023. 
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